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Islam melarang mengesampingkan harta warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris setelah diselesaikan, agar tidak terulang kembali konflik antara pewaris 

dan ahli waris. Namun masih harus menunggu hingga seluruh administrasi 

pemakaman selesai, mulai dari pemakaman hingga penerbitan akta kematian. 

Penting untuk diketahui bahwa pembagian warisan tidak selalu harus dilakukan 

dengan menjual seluruh aset. Setiap ahli waris dapat menerima bagiannya 

masing-masing sesuai dengan ketentuan. Pembagiannya juga bisa dilakukan 

sesuai dengan wasiat dari almarhum, selama tidak bertentangan dengan hukum 

syariah. Dalam Islam, warisan dibagi atas dasar ilmu mawaris yang telah 

ditetapkan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa 

pertanyaan utama, yakni: bagaimana sistem pembagian harta warisan di 

Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar; apa penyebab terjadinya 

penundaan dalam pembagian harta warisan di wilayah tersebut; serta apakah 

sistem penundaan tersebut sesuai dengan hukum waris Islam. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, 

dan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara.  Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.  

Adapun sistem pembagian harta warisan di jantho sudah sesuai dengan hukum 

waris. Namun waktu pembagian harta warisan selalu di tunda karena bagi 

masyarakat membagi harta warisan terlalu cepat masi dianggap tabu. Berdasarkan 

kaidah yang berlaku, penundaan dalam pembagian harta warisan sepatutnya 

dihindari karena berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat dari pada 

manfaat bagi masyarakat. Serta penyebab terjadinya penundaan pembagian harta 

warisan di Jantho yaitu di karenakan ahli waris yang di tinggalkan masi terlalu 

kecil, keinginan ahli waris sendiri untuk menunda pembagian harta waris, ahli 

waris musyawarah dan sepakat tidak ingin membagi warisan dikarenakan belum 

membutuhkan harta warisan. Adapun Pandangan hukum waris terhadap sistem 

pembagian harta warisan yaitu, Dalam hukum waris Islam, tidak ada dalil yang 

membenarkan penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar’i yang sah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya 

dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama 
Huruf 

Latin 

Nama 
Huruf 

Arab 

Nama 
Huruf 

Latin 

Nama 

 Alīf ا
tidak dilam- 

bangkan 

tidak dilam- 

bangkan 
 ṭā’ T ط

Te (dengan titik 

di bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā’ B Be ب
Zet (dengan titik 

di bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ T Te ت
Koma terbalik 

(di atas) 

 Ṡa ṡ ث
es (dengan titik 

di atas) 

 Gain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف Jīm J Je ج

 Hā’ ḥ ح
ha (dengan titik 

di bawah) 

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ

 Lām L El ل Dāl D De د

 Żāl Ż zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Mīm M Em م

 Nūn N En ى Rā’ R Er ر

 Waw W We و Zai Z Zet س

 Hā’ H Ha ه Sīn E Es س
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 Hamzah ‘ Apostrof ء Syīn Sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik ص

di bawah) 

◻ Yā’ Y Ye 

 Ḍād ḍ de (dengan titik ض

di bawah) 

    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

translitrasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  fatḥah a َ  ´ ـَ 

— Kasrah I  

 ḍammah U U ـُ

 

3. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf  

  َ  ̊  . fatḥah dan yā’ ai a dan i 

  fatḥah dan wāw au …˚و 

Contoh: 

   -  Yazhabu 

  -  Kaifa 
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4. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alīf atau yā’ Ā a dan garis di atas …ا  …◻ي 

…  َ  ̊  kasrah dan yā’ Ī I dan garis di atas 

 ḍammah dan wāw Ū u dan garis di atas و …

Contoh: 

 qāla - ق ل  

م ى  ramā - ر 

 

5. Ta’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: 

1. Ta’ marbūṭah hidup 

Ta’ marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dhammah, transliterasinya adalah ‘t’. 

2. Ta’ marbūṭah mati 

Ta’ marbūṭah yang mati atau yang mendapatkan harakat sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

3. Kalua pada kata yang terakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 - rauḍ ah al-aṭfāl 

- rauḍ atul aṭfāl ż 
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6. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 - rabbanā 

7. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang diikuti dengan huruf Qamariyyah Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti syamsiyyah 

maupun huruf Qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu -   ا

 - asy-syamsu 

   - al-qalamu 

8. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan di akhir kata. 
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Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

arab beru alif. 

Contoh: 

 - inna 

 - umirtu 

 - akala 

9. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, ism maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn   

    -  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

  -  ibrāhīm al-khalīI 

         - Ibrāhīmul-Khali 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya. 
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11. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang bekebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemah. 

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  
 

Pembagian harta warisan adalah salah satu hal yang sering menimbulkan 

persoalan dalam keluarga. Tidak sedikit kasus di mana anggota keluarga 

berselisih paham karena merasa pembagian warisan tidak selaras dengan aturan 

yang seharusnya. Di Jantho, pembagian harta warisan masih dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk Tradisi masyarakat berlangsung secara turun-temurun 

serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. 

Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan 

secepat mungkin setelah seluruh proses penyelenggaraan jenazah pewaris selesai, 

untuk mengidentifikasi adanya penundaan yang dapat menyebabkan terjadinya 

Perbedaan pendapat antar ahli waris.  Namun, hal ini tetap harus dilakukan untuk 

semua urusan jenazah, termasuk surat kematian dan penguburan, serta benar-

benar tuntas.  Penting untuk dipahami bahwa pembagian warisan tidak selalu 

harus melalui proses pembagian harta peninggalan.  Masing-masing ahli waris 

memiliki hak untuk memperoleh bagiannya dengan hormat sesuai dengan 

ketentuannya. 

Proses pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia 

kepada ahli warisnya tercakup dalam ilmu waris, sebuah subbidang dari ilmu 

fikih. Istilah “warisan”, yang mengacu pada pemindahan kepemilikan properti, 

berasal dari isim fa'il dari kata waritsa, yaritsu, dan irtsan. Dengan kata lain, ilmu 

waris mengkaji bagaimana harta peninggalan pewaris dibagi di antara ahli 

warisnya, termasuk bagaimana cara penghitungannya dan berapa bagian yang 

diterima masing-masing ahli waris.1  

 
1 Khairuddin.  Fiqih Faraidh Teknink Penyelesaian Kasus Waris.  (Banda Aceh: Sahifah, 

2020). hlm. 1. 
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Ilmu waris sebagai cabang fikih, menjelaskan prosedur pembagian 

harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam masyarakat 

Aceh,  tradisi seperti tahlil dan kenduri kematian juga menjadi bagian penting 

dalam proses ini, berlangsung dari malam pertama hingga seratus hari setelah 

kematian. Meskipun ada beragam pandangan tentang pelaksanaan ritual ini, 

banyak yang mendukungnya karena dianggap memiliki nilai positif dan 

memperkuat ikatan sosial.      

Harta warisan itu seperti utang yang harus disrahkan kepada setiap ahli 

waris. Jika ada orang yang menghalangi pembagian harta warisan, itu berarti 

mereka menzalimi orang-orang yang butuh uang untuk hidup. Penting untuk 

diingat bahwa aturan dalam ilmu faraid ada untuk memastikan semua ahli 

waris mendapatkan hak mereka dengan adil dan mencegah perselisihan di 

antara mereka akibat harta. Oleh karena itu, pembagian harta warisan 

sebaiknya dilakukan secepat mungkin, terutama jika ada ahli waris yang sudah 

meminta haknya. Penundaan pembagian warisan berarti menunda waktu 

penyerahan harta dari pewaris kepada ahli waris, dengan memperhatikan 

alasan yang menyebabkan penundaan dan dampaknya, baik positif maupun 

negatif.2 Dalam masyarakat aceh jika ada yang meninggal dunia, mereka akan 

melakukan tahlil samadiyah dalam waktu tujuh hari. Beberapa orang akan 

melakukan kanduri selama empat puluh hari, dan juga melakukan kanduri 

selama seratus hari. Terkadang masyarakat aceh terlebih dahulu 

menyelesaikan samadiyah tahlil selama beberapa waktu. Dalam 

melaksanakan ini akan ada rentan waktu yang akan berlangsung selama 

beberapa bulan, ada kemungkinan, atau potensi, untuk ahli waris meninggal 

dunia, dan menyebab kan terjadi nya beberapa masalah yang muncul dari 

situasi ini. Semua adat istiadat di aceh mengacu pada hukum Islam atau fikih.  

 
2 Dinda Farina Rizqy. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan 

Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.  (Banda Aceh: Universitas Islam Negri, 2022.) hlm. 1-3. 
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Kanduri kematian merupakan tradisi aceh yang telah di lakukan sejak 

lama dan masi ada hingga kini, Sebagai sebuah pandangan yang berbeda, baik 

yang mendukung maupun yang menolak, yang pada gilirannya dapat 

memunculkan  berbagai masalah. Pertama, adanya ikatan sosial dan 

keagamaan yang terikat. Selanjutnya, proses pengurusan jenazah seperti 

memandikan, mengkafankan menshalatkan dan menguburkan zenajah yang 

biasanya disebut sebagai fardu  kifayah. Terakhir, ada banyak jenis kenduri 

kematian yang dilakukan dari malam pertama hingga malam ke empat puluh. 

Meskipun ada banyak perspektif yang  berbeda, sebagian besar masyarakat 

umum lebih cenderung mendukung pelaksanaan kenduri kematian karena 

cenderung memiliki nilai-nilai positif.3 

Ritual "Samadiyah" yang dilakukan untuk mendoakan almarhum juga 

mencerminkan budaya masyarakat Aceh yang sangat menghargai hubungan 

kekeluargaan. Namun, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, 

seringkali ada penundaan, terutama ketika ahli waris masih berusia muda. 

Keluarga cenderung menunggu hingga mereka dewasa agar dapat 

berpartisipasi secara bijak dalam pengambilan keputusan.4   

Penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho sering terjadi 

karena kesepakatan di antara ahli waris. Selain itu, masyarakat di sini masih 

beranggapan bahwa membagikan harta warisan terlalu cepat bisa dianggap 

tidak menghormati almarhum. Oleh karena itu, sering kali pembagian warisan 

ditunda hingga waktu yang dianggap tepat. Dan biaya yang dibutuhkan jika 

persoalan harus dibawa ke pengadilan. Banyak keluarga yang merasa 

keberatan dengan biaya tersebut sehingga memilih untuk menunda 

 
3 Uqra Fhalin Fharibi, Kanduri Kematian Dalam Persfektif Masyarakat Adat Di Desa 

Jilatang Kecamatan Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan.  (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat Universitas Islam Negri Ar Raniry, 2022.), hlm. 26-32. 
4 Abdul Manan. Samadiyah Dalam Study Enografi.  (Banda Aceh:  Balai Pelestarian 

Nilai Budya, 2018.), hlm. 13-21. 
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penyelesaian masalah warisan. Kedua, ahli waris yang masih terlalu kecil. 

Dalam beberapa kasus, warisan tidak bisa langsung dibagikan karena anak-

anak yang berhak menerima warisan masih di bawah umur dan belum mampu 

mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan sering ditunda 

hingga mereka dianggap cukup dewasa. 

Selain itu, ketidakpastian dalam kesepakatan di antara ahli waris juga 

menjadi faktor penting. Perbedaan pandangan mengenai pembagian harta 

dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan, yang pada gilirannya 

memperlambat proses pembagian. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

bagaimana hukum waris yang berlaku dapat berinteraksi dengan adat istiadat 

setempat untuk menciptakan proses yang lebih adil dan efisien. 

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pembagian harta warisan di 

masyarakat Kecamatan Kota Jantho, serta memberikan tinjauan hukum yang 

relevan. Diharapkan, hasil studi ini tidak terbatas pada upaya memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif. 

Berdasarkan uraian uraian diatas munculah kegelisahan akademik 

peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih, bagaimana 

sebenarnya waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dalam mengenai 

kasus tersebut dengan mengangkat judul “Sistem Pembagian Harta 

Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh 

Besar (Tinjauan Hukum Waris)” 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Mencermati latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang akan di 

kaji dalam penelitian ini mengenai waktu ideal pembagian harta warisan dan 

konsekuensi nya terhadap penundaan harta warisan, yang terdapat banyak 

kasus tentang penundaan harta warisan dengan rumusan masalah sebagai 
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berikut: 

1. Bagaimanakah Sistem Pembagian Harta Warisan di Jantho? 

2. Apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya penundaan pembagian 

harta warisan dalam praktik pewarisan pada masyarakat di wilayah 

Jantho? 

3. Bagaimana Sistem Penundaan Harta Warisan, Apakah Sesuai Dengan 

Hukum Waris Islam? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian Harta Warisan di Jantho 

2. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian 

Harta Waris di Jantho 

3. Untuk Mengetahui Apakah Penundaan Itu Sesuai Dengan Hukum 

Waris Islam 

D. Kajian Pustaka 
 

Untuk Mendapatkan data yang lebih rinci serta detail, peneliti 

mencantumkan beberapa referensi dan informasi yang dijamin akurat melalui 

hasil-hasil yang diungkap oleh penelitian terdahulu dari satu acuan lalu 

dibandingkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Bertujuan 

agar penulis mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengacu pada karya 

ilimiah sebelumnya. Selebihnya juga dibantu dengan Publikasi mutakhir, 

jurnal-jurnal maupun tesis yang kemudian diulas dan dijadikan landasan. 

Pertama Skripsi Dinda Fahrina Rizqy skripsi  (2022)5 berjudul “ dampak 

penundaan pembagian harta warisan di kecamatan kota jantho, kabupaten aceh 

 
5 Dinda Farina Rizqy, Dampak penundaan pembagian harta warisan di kecamatan 

kota jantho kabupaten aceh besar  (Banda Aceh: Universitas Islam Negri, 2022.), 
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besar ” skripsi ini membahas tentang dampak penundaan pembagian harta 

warisan di kota jantho yang menyebab kan hilang nya hak seseorang, penulis 

juga membahas tentang system pembagian harta warisan di kota jantho 

sehingga bisa terjadi penundaan pembagian harta warisan. 

Kedua Penelitian ini dilakukan oleh Taufik Hidayat Harahap (2024)6 

berjudul “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi 

Penyelesaiannya”, Penelitian mengenai penundaan pembagian warisan di 

Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa praktik ini umumnya dipengaruhi oleh 

tradisi yang mengharuskan pembagian dilakukan setelah istri pewaris 

meninggal dunia. Meskipun bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, 

praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan 

pembagian segera setelah pewaris meninggal dunia, dan dikategorikan sebagai 

‘urf fasid. Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Kota Jantho, 

Kabupaten Aceh Besar, di mana hukum adat setempat berperan besar dalam 

mengatur mekanisme pembagian harta warisan. Adat dan hukum Islam sering 

berjalan berdampingan, namun pengaruh adat kerap menyebabkan 

keterlambatan pembagian warisan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam 

penerapan prinsip hukum waris Islam, sehingga perlu dianalisis bagaimana 

hukum adat memengaruhi sistem pembagian harta warisan di Jantho, serta 

implikasi hukumnya bagi para ahli waris. 

Ketiga Penelitian ini dilakukan oleh Mihfa Wahyuni dan Asni Zubair 

(2020)7 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra 

Pembagian Warisan” Penelitian di Desa Walenreng menunjukkan bahwa 

penggunaan harta warisan sebelum dilakukan pembagian kerap terjadi akibat 

 
6  Harahap, T. H., “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi 

Penyelesaiannya”. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 18 No. 1 Tahun 

2024.  
7 Wahyuni, M., & Zubair, A. “Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan harta pra 

pembagian warisan”. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 

Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.  



7 

 

 

 

belum adanya kesepakatan antar ahli waris, kebiasaan saling menunggu untuk 

membagi, penggadaian aset warisan, maupun keterbatasan ekonomi ahli 

waris. Praktik ini berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga, 

timbulnya konflik, serta menurunnya rasa persaudaraan. Dari sudut pandang 

hukum Islam, tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan 

dengan prinsip distribusi harta warisan yang seharusnya dilakukan segera 

setelah pewaris meninggal dunia. Fenomena ini memiliki relevansi dengan 

kondisi di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana sistem 

pembagian harta warisan juga kerap dipengaruhi oleh keterlambatan 

pembagian akibat faktor adat dan sosial. Kesamaan permasalahan terletak 

pada adanya potensi penyalahgunaan harta sebelum pembagian resmi, yang 

berimplikasi pada pelanggaran ketentuan hukum waris Islam dan dapat 

menimbulkan perselisihan antar ahli waris. 

Keempat Penelitian ini dilakukan oleh  Samaruddin Siregar (2023) 8 

berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di 

Kabupaten Padang Lawas Utara” Penelitian di Kabupaten Padang Lawas 

Utara mengungkap bahwa penundaan pembagian harta warisan disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain tradisi yang mengharuskan rangkaian acara 

tertentu sebelum pembagian, hasil musyawarah keluarga, perbedaan pendapat 

antar ahli waris, keberadaan ahli waris yang masih bersekolah, serta kendala 

hukum terkait aset warisan. Dampak dari penundaan ini berpotensi 

menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Solusi yang 

ditawarkan adalah kembali merujuk pada prinsip hukum waris Islam 

sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an, tanpa mengabaikan musyawarah dan 

tradisi lokal. Temuan ini memiliki relevansi dengan kondisi di Kecamatan 

 
8  Samaruddin Siregar,. Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di 

Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad 

Addary Padangsidimpuan 2023). 
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Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana penundaan pembagian warisan 

juga kerap dipengaruhi oleh adat dan faktor sosial. Kedua konteks tersebut 

menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip pembagian segera menurut 

hukum Islam, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai 

keselarasan antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik 

pembagian harta warisan. 

Kelima Penelitian ini dilakukan oleh  Alfa Rafika (2024) 9  berjudul 

“Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 

Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)” Penelitian Alfa Rafika (2024) 

di Nagari Air Bangis menemukan bahwa penundaan pembagian harta warisan kerap 

dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan keluarga, meskipun secara formal 

masyarakat mengacu pada hukum faraidh. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

penundaan tersebut meliputi pemeliharaan nilai leluhur, kekhawatiran terjadinya 

perpecahan, kewaspadaan terhadap sifat serakah, serta upaya memperkuat hubungan 

perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan dimungkinkan selama 

dilandasi kesepakatan bersama, prinsip keadilan, dan pengelolaan yang disetujui 

seluruh ahli waris, serta penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Konteks 

ini relevan dengan kondisi di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di 

mana pembagian harta warisan juga dipengaruhi oleh adat dan pertimbangan sosial. 

Kesamaan terletak pada adanya toleransi terhadap penundaan selama terdapat 

kesepakatan keluarga, meskipun hal ini tetap harus dinilai dalam kerangka hukum 

waris Islam untuk memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi. 

 

 

 

 

 
9 Alfa Rafika, Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas) (Doctoral 

dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024). 
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E. Penjelasan Istilah 
 

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti 

dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat. Guna 

memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun Penjelasan Istilah 

yang Peneliti Cantumkan ialah sebagai berikut: 

1. Sistem Pembagian Harta Waris 

Sistem pembagian harta waris merupakan seperangkat tata cara, 

mekanisme, atau prosedur yang digunakan dalam mendistribusikan 

harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang memiliki hak 

atasnya. Dalam perspektif hukum waris Islam, mekanisme ini diatur 

melalui ketentuan faraidh yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta 

ijma’ ulama, dengan proporsi pembagian yang telah ditentukan secara 

jelas bagi masing-masing ahli waris.10 

2. Masyarakat Kecamatan Kota Jantho 

Masyarakat Kecamatan Kota Jantho merupakan komunitas sosial yang 

menetap di wilayah administratif Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten 

Aceh Besar, Provinsi Aceh. Karakteristik masyarakat ini ditandai oleh 

kuatnya pengaruh budaya adat Aceh serta penerapan.11 

3. Tinjauan Hukum Waris 

Tinjauan hukum waris merupakan analisis terhadap praktik pembagian 

harta peninggalan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam 

konteks hukum Islam, kajian ini mencakup identifikasi ahli waris, 

penentuan besaran hak yang diterima oleh masing-masing pihak, serta 

mekanisme distribusi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, 

tinjauan ini juga membahas tingkat kesesuaian praktik di lapangan 

 
10  Departemen Agama RI. Ilmu Faraidh. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam. 2012). 
11 Zainuddin, M.,  Hukum Adat dan Adat Istiadat di Aceh, (Banda Aceh: Ar-Raniry 

Press, 2013). hlm. 87 
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dengan aturan yang termuat dalam Al-Qur’an, hadis, dan peraturan 

perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam.12 

 

F. Metode Penelitian 
 

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “methodos,” yang berarti ‘cara’ 

atau “jalan.”  Dalam konteks pendidikan, metode dapat di artikan  pendekatan 

sistematis atau tata cara yang digunakan untuk memahami tujuan suatu bidang 

studi tertentu.  Sebaliknya, logos berarti pengetahuan, sehingga metodologi 

dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang berbagai 

metode atau cara kerja ilmiah.  Pengertian “penelitian”  Dalam bahasa Inggris, 

istilah ini dikenal sebagai research, yang bermakna 'penyelidikan' ataupun 

'kajian mendalam'. Untuk tujuan memecahkan masalah tertentu, mengevaluasi 

hipotesis, atau menetapkan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan 

sebagai landasan pengembangan pengetahuan, penelitian mengkaji kegiatan 

pengamatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penafsiran data secara 

metodis dan obyektif.13 

Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya penyelidikan dan 

penelusuran sebuah masalah menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat 

juga teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan 

mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Maka daripada itu 

metodologi penelitian dengan segala netodenya sangat penting pada suatu 

penelitian dengan tujuan memecahkan sebuah masalah guna mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. 

 
12 Hazairin, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 

1982). hlm. 56; 
13 Rifa’I Abubakar, Pengantar metodoligi penelitian  (Yogyakarta: Suka-press UIN 

Sunan kalijaga, 2021),  hlm. 1-,2. 
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Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memahami 

norma-norma hukum, prinsip-prinsip, asas-asas, dan bahkan doktrin hukum 

yang relevan dalam berbagai situasi yang melibatkan isu-isu hukum.  Proses 

ini berjalan sesuai dengan pengetahuan hukum yang bersifat preskriptif, yaitu 

dengan memberikan panduan atau arahan normatif untuk situasi tertentu.  

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian dalam disiplin ilmu lain 

dengan fokus deskriptif, di mana tujuan utamanya adalah untuk menganalisis 

suatu fakta atau fenomena berdasarkan hubungannya dengan faktor-faktor 

lain.  Oleh karena itu, studi hukum dilaksanakan guna merumuskan dasar-

dasar argumentatif, teoritis, maupun konseptual. 

Penelitian hukum untuk kepentingan praktisi bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan klien, baik praktisi hukum maupun organisasi hukum.  Sebaliknya, 

tujuan penelitian hukum untuk kepentingan akademis adalah untuk 

memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan.  Oleh karena itu, hasil dari penelitian hukum praktis 

biasanya berupa pendapat hukum (legal opinion), sedangkan penelitian 

hukum teoritis bisa berbentuk tulisan ilmiah  seperti skripsi, tesis, disertasi, 

artikel ilmiah dalam jurnal hukum, atau draf Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan.14 

Metode deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis suatu kondisi, kajian, atau kejadian yang berlangsung saat ini. 

Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, 

akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang sedang diteliti.15 Penelitian ini menitikberatkan pada keunikan 

 
14 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum  

(Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 7-23. 
15 M. Nazir, Metode Penelitian, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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pengungkapan yang ada pada individu, kelompok, masyarakat umum, atau 

organisasi dalam kehidupan sehari-harinya secara komprehensif dan 

harmonis, serta kemampuannya dalam mempertanggung jawabkan secara 

mencerahkan.   Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, namun dalam 

situasi saat ini juga mencakup penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data 

dengan menggunakan berbagai sumber tertulis seperti skripsi, buku-buku, 

peraturan-peraturan, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.16 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian skripsi, saya menggunakan jenis penelitian empiris.  

Penelitian hukum empiris, atau dikenal juga dengan istilah empirical legal 

research dalam bahasa Inggris, dan disebut sebagai juridisch onderzoek dalam 

bahasa Belanda, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan menilai penerapan hukum di dalam masyarakat.  Penelitian 

hukum empiris mengkaji hukum yang dipahami sebagai prilaku nyata, sebagai 

hukum sosial yang tidak dinyatakan secara eksplisit, serta yang dirasakan oleh 

tiap orang dalam keseharian. 

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris 

dimulai dengan data aktual sebagai data primer yang dikumpulkan dari tempat 

penelitian lapangan dan bukan hukum positif tertulis (perundang-undangan) 

sebagai data sekunder.  Hal tersebut di atas secara bebas ada dan berkembang 

sesuai dengan tuntutan masyarakat umum, beberapa di antaranya berbentuk 

putusan pengadilan dan yang lainnya berupa norma dan kebiasaan. 17 

Memahami fenomena masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan teori-

 
16 Riduan, Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta 

2005), hlm. 30. 
17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram:Mataram University Press, 

2020), hlm. 79-82. 
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teori hukum yang akan diterapkan pada berbagai kasus yang akan diteliti lebih 

lanjut, merupakan tujuan dari penelitian ini. Sistem pembagian harta warisan 

di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pokok bahasan utama dalam 

penelitian ini. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum, yaitu metode 

yang mempelajari bagaimana masyarakat berinteraksi dan merespons ketika 

aturan atau norma sosial diterapkan.18 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan 

gejala-gejala sosial, khususnya dengan memeriksa ide-ide hukum yang 

relevan yang dapat digunakan dalam situasi yang akan diselidiki lebih lanjut. 

Literatur mengenai sistem pembagian warisan di Kota Jantho, Kabupaten 

Aceh Besar, merupakan topik utama dari penelitian ini. 

Jenis hukum ini mencakup hukum umum, hukum adat, dan juga 

hukum agama yang kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat. 

Hukum-hukum ini dijunjung tinggi dan digunakan dalam kehidupan sehari-

hari, karena masyarakat secara sukarela menaati dan menjadikannya sebagai 

pedoman hidup.19 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian, sumber data adalah tempat atau pihak dari mana 

data dikumpulkan. Sumber data bisa berupa orang (seperti narasumber atau 

informan), dokumen, arsip, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data dibagi menjadi dua jenis, 

sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

 
18 Ibid. hlm. 87-89. 

19 Sigit Sapto Nugroho,  Anik Tri Haryani, dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum,  

(Oase Pustaka, 2020),  hlm 42. 
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observasi atau wawancara dan sumber data sekunder, yaitu data yang berasal 

dari dokumen, laporan, buku, atau literatur lainnya.20 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data akan 

dikumpulkan dengan cara mengamati langsung kehidupan di 

gampong, serta melakukan wawancara dan observasi terhadap ketua 

gampong dan warga setempat untuk mendapatkan informasi yang 

akurat. 

b. Data Sekunder 

Melalui analisis literatur dan dokumen, data sekunder 

merupakan informasi yang mendukung data primer, seperti dokumen 

tertulis dan literatur. Menelaah publikasi yang berkaitan dengan judul 

bahasa penulis, serta arsip-arsip resmi, dokumen-dokumen hukum, 

dan adat istiadat yang berhubungan dengan pembagian harta warisan 

di Aceh. Peneliti menggunakan teknik ini sebagai pelengkap untuk 

mengumpulkan informasi tentang sejumlah topik yang berkaitan 

dengan penundaan pembagian harta warisan. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul.  Tindakan memeriksa 

data yang terkumpul secara hati-hati dikenal sebagai analisis data.  Meskipun 

biasanya dilakukan setelah semua data terkumpul, Lexy J. Moleong 

menegaskan bahwa analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data.  Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang jelas sehingga hasil dari data yang tersedia dapat ditelaah, dinilai, dan 

 
20 Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian  (Banjarmasin:  Antasari Press 2011),  

hlm. 59-89. 
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ditonjolkan.21 

a. Observasi, untuk mengetahui lebih jauh tentang gejala-gejala yang 

muncul di lapangan-seperti perilaku, interaksi sosial, keadaan 

lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistem 

pembagian harta warisan-observasi atau terjun langsung ke lokasi yang 

diteliti sangat diperlukan.22 

b. Wawancara, cara pengumpulan data yang melibatkan komunikasi 

langsung, khususnya melalui hubungan atau interaksi pribadi antara 

informan dan pewawancara (peneliti). Pendekatan wawancara tatap 

muka digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti bertemu 

langsung dengan informan dan narasumber untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan informasi yang 

dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan kontekstual, 

peneliti mencatat secara langsung jawaban dari informan dan 

narasumber selama proses wawancara berlangsung. 23  Masyarakat 

gampong berperan sebagai narasumber, sementara geuchik gampong 

berperan sebagai informan. 

5. Validasi Data 

 Validitas data adalah derajat ketepatan dan kesesuaian antara data 

peneliti dengan keadaan nyata yang ada pada objek penelitian. Data dianggap 

sah apabila tidak ada perbedaan antara apa yang digambarkan peneliti dengan 

kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Keabsahan dan kebenaran 

informasi sangat erat kaitannya. Wawancara langsung dengan informan 

 
21  Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. X (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 103 
22  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2007), hlm 143. 
23 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. (Jakarta: Granit 2004), hlm 

72 30 
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lapangan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai 

sistem pembagian harta warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, 

digunakan untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini. Dengan 

menggunakan metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang 

dikumpulkan secara akurat menggambarkan realitas dan praktik pembagian 

harta warisan di masyarakat setempat.24 

6. Teknik Analisis Data 

Para peneliti juga melakukan analisis data setelah mengumpulkan data, 

yang kemudian diproses untuk menghasilkan temuan. Prosedur ini meliputi 

pengumpulan, pengaturan, dan pencarian materi secara metodis agar mudah 

dipahami. Selain itu, hasilnya diinterpretasikan untuk menguji asumsi yang 

telah ditetapkan atau memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang menggunakan 

deskripsi verbal-yaitu deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang 

dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu-untuk mengevaluasi 

data dan menarik kesimpulan yang mendalam. 

  7. Pedoman Penulisan 

Penulis berpegang pada aturan-aturan yang ada di dalam buku 

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang dikeluarkan pada 

tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 

dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang terkait. 

 

 

 

 

 

 
24 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 117-119 
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G. Sistematika Pembahasan  
 

Pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing 

terdiri dari beberapa sub-bab, seperti yang dijelaskan di bawah ini, untuk 

memudahkan pemahaman terhadap isi proposal tesis. 

Bab pertama disebut pendahuluan, yang berisi bagian-bagian penting 

seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan 

pustaka, definisi istilah, metode penelitian, dan penjelasan tentang pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian. 

Bab 2 membahas berbagai hal penting tentang warisan, seperti 

pengertiannya, dasar hukumnya, susunan warisan dalam tirkah, kebiasaan 

masyarakat, hubungan antara hukum Islam dan adat, serta pandangan warisan 

dalam teori pluralisme hukum. 

Bab 3 dimulai dengan penjelasan tentang Kecamatan Jantho, termasuk 

bagaimana struktur sosial dan adat istiadatnya, cara masyarakat membagi 

harta warisan, serta alasan-alasan mengapa pembagian warisan sering ditunda. 

Bab 4 sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran atau rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh. 

 

 

 


